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wALI Ko皿sIBOLGA

pROv重Ns重suMATERA u船RA

pE孤Tu払N WALI Ko皿s重BOLGA

NOMOR 39払HUN 2o25

TENTANG

PENGELOしAAN TENAGA BANTU

D工LINGKUNGAN pEMERIN皿H KOTA s量BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL量Ko皿slBOLGA,

Menimba皿g : a･ bahwa dal劃rangka memenuhi kekuranganめmasi Aparatur

S士pil Ne哲遺首'(ASN) dalam m���ｷ6���ｶ����XuW坊ﾆV誚v�&���

pelayanan administrasi pemehntahan, maka perlu untuk

menctapk紬pengatur劃tentang tenaga bantu di lingkungan

Pemerintah Kota Sibolga;

b, bahwa sesuai deng狐　keten血an dalam Pasal　6　ayat (6)

Peraturan W瓢i Kota Nomor 37 Tahun 2025 tcntang Pcmbahan

Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tent紬g

Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemedntch Ko屯Sib��v�ｰ

c･ bahwa berdas虹kan pertimbangan sebagaim紬a dimaksud

dalam hu調f a d劃huruf b,皿aka perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Tenaga Bantu di Lingkungan Pemerintah Kota

Sibolga;

Mengingat : 1･ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangpemerintaha皿

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2014

No皿or　244, Tamb貧hanLembaran Negara Republik　賞ndoncsia

No皿or 5587) sebagaim紬a telah beberapa kali diubah terakh正

dengan Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2023　tentang

Penetap紬　Peraturan Pemer血tah Pengganti Undang葛Und狐g

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Rapu助ik血donesia Tahu租2023 N朗読or 4 1 , Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2･ Undang-Undang No皿or 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lenbar獅i Ne読Ⅲ損Rqu拙k Indonesia Nrmr 6897);

3. unda7ig-undc肌9...



3･ Und紬g-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tent狐g Kota Sibolga di

Provinsi Sumatera Ut調a (Lembaran N�v�&��'�Rﾖ&ﾆ夢�匁F�W6��

Tahun 2024 Nomor 125, TambahanLe皿bar紬Negara Republ址

Indonesia Nomor 6947);

4. Peraturan Pemerintah Nomor　12　T盆hun　2019　tent孤g

Penge=lolaan Keuang孤　Dae重a血(=Lenba工費調●　Negara Repub‘Hk

量ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah紬Lembaran Negara

Republ址宣ndonesia Nomor 6322) ;

5. Peraturan Menteh Dalam Negeh Nomor 77 T租hun 2020 tentang

Pedrman Teknis Pc鴫elolaan K曹u.甜igan -Daerah (Berita Ne樫H租

Republ址工ndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentuk狙Perangkat Daerah Ko血Sibolga (Lembaran Daer盆h

Kota S肘olga Tchun　2017　Non脚13, Tambahan Lenbaran

Daerah Nomor 12) sebagaim紬a telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembah紬

Atas Per証uran Daerah Kota Sibolga No皿or 1 Tahun　2017

tent紬g Pemben血kan Pera叫gkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahu皿2024 Nomor67);

7. Peraturan Wali Kota Sibolga No皿or 71 Tahun　2024　tent狐g

Penataan Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pc皿erintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun

2024 Nomor 62 1) sebagaimana telah diuba-h deng甜I Peratur紬

Wa止　Kota Nomo重　37　Tahun　2025　tentang Pembahan At盆s

Peratur繍n Wa虹Kota Sibolga Nomor 71 Tahun　2024　tentang

Penata紬Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingku皿gan

Pe皿巳血h K抗a竜的o宣ga (Beht租Daきmh Ko屯Sibo工ga Tah皿

2025 Nomor 666);

MEMUTusinN :

Menetapk劃: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA

BANTU DI L寒NGKUNGAN PEMER工NTAH KOTA S量BOLGA.

BABI

KET巴NTUAN UMUM

Pasal1

D瓢am Peratur紬wali Kota ini, y租ng dimaksud denga皿:

1. Kota adalah Kota sibolga.

2. Pemehntah Daerah disebut pemerintah Kota sibolga.

3. Wali Kota adalah wali Kota sibolga.

4･AI均garcm...



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

di託but APBD adalah reneana keuangan tahunan托merintah

Kota Sibolga yang dibahas dan diset可ui bersa皿a oleh W血i Kota

dan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Sibolga.

5･ Per紬gkat Daerah ad瓢ah perangkat daerah pada pemerintah

daerah yang bertang甜ng jawab kepeda Wadi Kota dalam rangka

penyelenggara劃pemerintahan daerah.

6･ Analisis Kebutuh劃　Pegawai ad瓢ah suatu metode untuk

mengetahui ｣umlah pegawai di Perangkat daerah yang

dilakukan secara siste皿址s dengan menggrnaJen metode

an粗isis beb紬　ke重ja dan/atau metode lain種ya se轟a

membandingkan kebutuhan pegawai dengan persediaan yang

ada sehingga dapat diketahui kebutuhan rill pegawai.

了･ Analisis Beban Ke重ja adalah proses penetapan jumlah jam

keq’a, orang yam-g　-d圭grnahan atau dibu血hkan un-tuk

menyelesaikan suatu pekeljaan dalam waktu tertentu.

8･ Tenaga bantu ad瓢ah tenaga yang dipeke霊jak劃　oleh

Peme正ntah Daerah denga皿p〔再a可ian ke宣ja tertentu dan jangka

waktu tertentu serta did-i nelalui APBD Kcta Sibolga.

9･ Cuti adalah suatu keadaan tidak masuk ke車bagi Tenaga

bantuyang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

10･ Upah adalah hak tenaga bantu yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk Juang託bagal imbalan dari Peme正ntah Kota yang

ditetapkan dan dibayarkan menuⅢt ketentu紬　y紬g

血tetapkan.

11･ Pemutusan Hubungan Keヰa adalah penga瓦hiran hubungan

kerja　血rena s地血　hal terten血　yang menga虹batkan

berakhimya hak dan kewajiban antara tenaga bantu dan

Pengguna Anggaran.

BAB重工

MA撞SUD, TUJUAN DAN RUANG油蝉GKUP

Bagian Kesatu

Maksud d狐t巾ua皿

Pasal2

(1) Pera調ran W血i Kota ini disusun dengan maksud memberik紬

kepasti劃　huku皿　d血a皿　penggunaan Tenaga b皿tu di

Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga･

(2) T可uan Pera巾ran Wali Kota血i adalahuntuk皿engaturkebu血han

dan pengadaan Tenaga bantu dalan rangka pelakeanaan tugas-

tugas kedinas紬　pada sc重uⅢh Perangkat Daerah din

pelayananpublik.



Bagian Kedua

Ruang轟皿g宣Ⅲp

Pasa重3

Ruing lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

盆･ j餌主s j軸a狙Tenaga Bantu;

b･ pengelolaan dan pengadaan;

c. pehk盆t紬;

d･ Pemutusan Hubungan Ke巧a;

e. cuti;

f. hak, kewajiban, dan laran範n;

g･ penilaian虹ne寄a;

h･ monitoring d紬evaluasi; dan

i. sistem infbrmasi.

BAB11量

JENIS JABATAN T臼NAGA BANTU

Pasal 4

( 1) Jenis Jabatan Tenaga Bantu, meliputi:
a- jahatan ya皿g皿軸paha W-ali KQ血, Wak轟Wal Kota, Ke血a

DPRD dan Wakil Ketua DPRD;

b･ jabatan yang bersiぬt administratif dan teknis;

c･ pengc皿u血/sup止dan sebutan lainnya;

d. tenaga kebersihan;dan

e･ satu劃pcng劃anan.

(2) Jumlah kebutuhan Jabatan Temga b紬tu ditetapkan皿e山ui

keputusan Wali Kota,

BABIV

PENGADAAN DA-N PENGELOLAAN

Pas血与

Pengadaan Tenaga bantu diseleksi dari Tenaga Pamh Waktu yang

濃紺beke竜a合es叫ai臆de皿g孤j調龍轟貧血蛇cbutuh狐ya虹g臆diatur dala皿

Keputusa皿Wali Kota dan kemampuan keuangan daerah.

Pas血6

Tahapan pengadaan dilakukan皿elalui proses:

a･ perencanaan kebutuh紬;

b. pcngusulan kebutuhan;

c. seleksi; dan

d･ pe轟kat紬.

Pasal 7

(1) Perenca皿aan kcbutuhan sebagaimana dimaksud d瓢am Pasal 6

humf a, dilakukan dengan menganalisis kebutuha皿　tenaga

berdasarkan anal`isis j al)atan dan analisis beban kerja.

/2/ P軌軌脚r調ari...



(2) Perencanaa皿kebutuhan sebagaimana dimaksud pada争yat (1)

dilcksanakan deh Bagia租O-rganisasi sela束u uni-t ke車a yang

membidangi analisis jabatan ･

Pasal 8

(I) Pengusul紬kebutuhan Tenaga Bantu scbagai皿ana dimaksud
-dalan Pas-al 6 huruf b, dilaksanaka-n dengan cara:

a. Kep血a Pcra皿gkat Daerah　皿enyusun usulan kebutuh紬

Tenaga Bantu berdasarkan analisis kebutuhan pegawa王atau

analisis bcban keヰa d劃d車ukan kepada Wali Kota Sibolga

melalui Sekretahs Daerah Kota Sibolga; din

b, Wali Kota　皿embe正k紬　reko皿endasi tertulis atas usulan

kebutuhan scbagaim狐a dimaksud dala皿huruf a.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyusun usulan kebutuhan paling
sed血t皿emuat:

a. nana jabatan;

b. kuali最kasi pendidik劃; din

c. jumlah kebutuhan･

(3) Format usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terla皿pir d乱調　Lampiran　工　yang mcmpakan bagi劃　tidak

te千pisahkan da轟Peraturan Wali Kota i血･

Pasal 9

(I) Seleksi sebagaim狐a dimaksud d弧am Pasal　6　humf c,

dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan

Keputus劃Wali Kota.

(2) Panitia seleksi be正ugas untuk:

a.皿enyusun rencana d弧acuan kegiat弧;

b. menyiapkan bah繍n-bahan mate｢i可ian/tes;

c. menentukan中edom劃d組めmulasi penilaian;

d. mengumumka皿pelaks狐aan巾i紬/tes;

c.皿ene止血a dan　rne皿veri窟kasi la皿aran sc巾a　皿cnetapka皿

peserta seleksi yang memenuhi syarat;

f.調enyelenggarak紬可ian/tes waw紬c紬a;

9. memberikan nilai kepada peserta;

h. mengumumkan peserta yang dite正ma berdasarkan ran虹ng

血1a王皿as血g-mas血g宣bmasi yang dituangkan dalam be丘ta

acara; dan

i. melaporkan pelaksanaa皿tugas kepada Wan Kota mel粗止

Sekretaris Daerah.

(3) Syarat-syarat pesc巾a sclcksi meliputi:

a. Warga Negara Indonesia;

b. be巾aqwa kepada Tuh紬Yang Maha Esa, setia dan taat

kepada Pancasila, Undang-Und紬g Dasar 1945 dan Negara

Kesatuan Republik賞ndonesia;

c. sehat jasma血da皿rdha血yang d地ukt批劃dengan su重at

ketera皿gan yang dikeluark劃oleh unit pelayana皿kesehat狐

pe me正ntah ;

d. mc皿ili貼Ka轟u T劃da Penduduk Elektronik (KTP-el) ;

e･ bemsia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling

tinggi 58 qima puluh delapan) tahun;

f Iれe扇l施用



鼻　memili瞳ku瓢i鯖kasi pendidikan yang dipersyaratkan; dan

g･ ak紺固a串Ten貧ga Pamh Waktu亜　軸taね
Kota dibuktikan denga皿　kontrak ke重ja Tenaga Pamh Waktu

dan slip gaji 2 bulan terakhir.

h. mel劃pirkan surat pemyataan sebagai behkut:

1. tidak pemah dihukum pe町甜a atau ku｢皿ngan berdasarkan

p姐tus撲租　軸臆孤　ya皿g te工ah　皿e皿punyai　嚢ekuata租

huku皿　tetap, k紬ena melakuka皿　sesuatu tindak pidana

k句ahatan ;

2･ tidak dalam pengawasan pengadil紬　dan/atau sed狐g

menjalani sanksi pidana;

3-血dak menjadi -an鍵ota -atau pengrrus par_t証pe丑tik atan

ter止bat polit址praktis;

4･ tidak sedang terikat kontrak k《坤a dengan pihak lain; din

与･ tidak akan皿enuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegaw証

Ncge轟　Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan

P印’anjian Kerja _呼ppK)_.

(4) Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hu｢uf h tercantum d瓢a皿Lamp正an工重yang mempakan bagian

tidak terpisahkan dari Peratura皿Wali Kota ini.

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah menehma hasil seleksi dari Panitia
Seleksi;

(2) Pese轟a seleksi y紬g berhasil lolos seleksi ak租n ditetapk紬

sebagai tenaga bantu dengan perikatan kont重ak berupa surat

画王an kerja yang ditandatanga皿i bersama dengan kepala

perangkat daerah sesua王fbrmasi yang dilamar.

(3) Surat peヰa可ian ke事ja sebaga王mam dimaksud pada ayat (2)

paling sedi虹t皿emuat:

a. m調g lingkup peke重ja紬;

b. dasar huku皿;

c. masa kontrak;

d･ uraian tugas;

e. hak, kewajiban, larangan dan sanksi Tenaga Bantu;

f. pcmbay盆ran upah;

9.甲e軸Ke鼠仕ak ke豆a;

h･ pemberhenti紬dan Pe皿utusan Hubungan Kerja;

i. keadaan kahar (force majeure); dan

j･ Penyelesaian sengketa.

(4) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam ±piran in yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal11

Tenaga bantu dipeke章jakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun　狐gg紺紬　dan dapat diperpa両ang sesuai kebutuh狐

Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku.



BAB V

PEMUTUSAN HUBU陣GAN KERJA

Pasal12

(1) Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan Tenaga

EL-ntu dinyatakan bel’akhi-r karena:

a. meninggal dunia;

b, mengundurk狐d正i;

c. diputus perikatan oleh Kepala Perangkat Daerah sebelum

masa pehkatan be重a址ir;

d. ja車w.aktu perikatan pck軍iaan -telah heraJrfu;

e. telah皿e皿capai usia 58 (1imapuluh delapan) tahun; din/a血u

f. di項yatak狐dite轟ma me可adi Aparatur SipⅡ Negara･

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat memutus per批at狐　sebelum

masa perikatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hu皿でc karena:

a. hasil dari pcmeriksaan ev瓢uasi medis kesehat狐　tidak

memung虹nka皿untuk bcke轟a;

b. tidakmasuk ke寄a tanpa瓢asanyang sah selama　6 (cnam)

hari ke寄a berturut-turut atau 14 (empat belas) hari keヰa

aku皿ulasi sela皿a masa kontrak ke巧a;

c. diberlakukannya keb茸akan barn oleh Pemerintah Atasan atau

Pemerintah Kota;

d. terkena d劃pak per狐pingan organisasi; dan/atau

e･ melanggar ketentuan peratur紬perundang- und紬gan･

BABVI

CUTI

Pasal13

(1) Tenaga bantu dapat diberikan cuti selama masa perikatan

p血ing ba皿yak 12 (dua belas) hari ke重ja.

(2) Ketentuan cu也　sebag料ma皿a di皿aksud p乳da ayat (I)

dikecualikan bagi y狐g皿e皿butuhkan cuti karena persalinan,

kecelaka紬kcヰa atau keperluan ibadah.

(3) Cuti karena persalinan dan kecelaka紬　ke重ja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)血be正kan paling lama 3 (tiga) bulan･

BABVII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Ba由an Kesatu

Hak

Pasal14

(1) Tenaga bantu mempunyai hak:

a.皿endapat嚢an upah　臆dan hak keuangan se測a王　dmgan

ketentuan peraturan mengenai standahsasi bi争ya umum di

Daerah;

b.cud...



b. cuti;

c. -da-pat menerima tunjangan hari ra-ya; dan

d. mengikuti perjalanan dinas yang disesuaikan dengan

ketentuan y紬g berlaku setara dengan PNS Golongan H.

(2) Hak atas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) humf a
臆diteta中転姐　漢d証a皿　接eputusa皿　Wa虹　接〇七a den望a租　besaran

mcnyesuaikan deng劃ketersediaan anggaェan i

(3) Hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dibehkan dcngan ketentuan sebagai berikut :

a. Cu亀sa曲

1) apabila Tenaga bantu menderita sa虹t lebih dari 2 (dua)

ha正　sampai dengan 12 (dua belas) hah, hams

mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada

Kepala Perangkat Daerah dengan　皿elampirkan surat

keter弧g皿dokter;

2) Tenaga b劃tu yang皿enderita sakit lebih dari 12 (dua

belas) hari, hams meng争juk狐　pemintaan cuti sa虹t

secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan

melanpirkan surat keterangan dokter disertai fotokopi

peme正ksaan laborat〇五um se巾a diagnos紬ya;

3) Tenaga bantu yang menderita sakit lebih da工i 3 (tiga)

bul紬, hams di可i kembali kesehatannya oleh do虻er,

apabila berdasarkan hasil pe ngⅦ lan dokter

kesehatannya penya貼tnya belum sembuh atau tidak ada

kemungkinan lagi untuk dapat bekeヰa melaksanakan

tugasnya, diberhentikan sebagai Tenaga Bantu;

4) Tenaga bantu wanita yang meng瓢ami kegugur紬

kandungannya berhak atas cuti sa出t untuk paling lama

1 (satu) bul紬15 (lima belas) hah; din

5) Tenaga bantu yang mengal劃i kecelakaan dalam

melaksanakan tugas sehingga perlu mendapat

perawatan, berhak atas cuti sa嵐t sampai deng狐

penyakitnya sudan sembuh,

b. Cuti Bersalin:

1) Tcnaga bantu wanita berhak atas cuti bersalin; din

2) l劃anya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bul紬terhitung

s匂ak 1 (satu) bulan sebelum pers瓢inan dan 2 (dua〉

bul孤sesudah persalinan.

(4) Hak atas pemberian tunjangan hari raya sebagaimana

di,mak3噸d peda ayat (1) hunrf c m�逍X���霧��H��FY�Fv��

kema皿pu狐keuang紬Daerah.

Pasal15

Tenaga bantu yang　rnemperoleh Hak Cuti Sa出t sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14　ayat (3) hu鵬でa angka 1, dan Cuti

Bersalin sebagainana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b

tetap diberik皿hak at盆s upah setiap bulan sebesar sebagaim狐a

ditetapkan -da-lan ketehtuan.



Bagian Kedua

K�v�ｦ�&��

Pas瓦16

(I) Seti租p Tenaga Bantu wajib:

a. sera dan taat pada Pancasfla, UndaHg-Undang Dasar

Kesatuan Republik　重ndonesia 1945, Negara Kesatuan

Republik量ndonesia;

b. menaati ketentuan peratur盆n perund弧g-undangan;

c.　melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode

pe証書aku ASN;

d. me垂aga netralitas; dan

e.血elaks孤ak孤　tugas din　ketentua皿　yang diatur dala皿

perjanjian kerja

(2) Ketentuan terkalt disiplin Tenaga Bantu sesuai dengan

ketentua-n disiplri-n yang berlaku pada ASN.

Ba親an Ketiga

La東独18an

Pas瓢17

(3) Setiap Tenaga bantu dilarang:

a･ m塊ak甘kan h瓢-h瓢yang dap証menumnk紬　血a巾ab証,

keho調atan Negara, Peme正ntah d紬Peme正ntah Daerah;

b･ menyalahg叫nakan wewenang;

c.　memiliki, me両ual, membeli, menggadaikan, menyewakan

atau meminjamkan secara tidak sah barang-barang balk

be｢upa dok嶋皿e租　d孤/atau surat-宮urat berharga milik

di皿as;

d. melakukan kegiatan yang memgikan kedinasan baik

bersama-sana dengan atasan, rekan kerja atau orang lain

di dalan maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi atau pihck l瓦n;

e.　melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalan

maupun di luar lingkungan keヰa;

f･　皿e皿asu虹　te皿pat-tempat yang dapat mence皿arkan

kehomat狐atau ma巾abat Pemer血tah Kota;

9.　hertin血ck　-sew-enang-w-enang -se-s±　rekan kerja　-atau

p血ak lainnya;

h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan

suatu t血dakan y紬g dapat bera虹bat皿engh瓢angi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya yang

mengahiba血an kemgian bagi p血ak yang d皿ayani;

i.　menghmbat tugas ked王nasan;

j.　皿e皿boc○rkan dan/atau memanぬatkan rahasia dinas

yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan

atau pihak lain;

k.皿elakuka皿pu項gutan tidak sah d血am bcntuk apapun

juga; dan

L　皿e垂adi anggota atau terlibat langsung dalam ke由atan

Partai Po量itik.



BAB V工I量

PENILAIA-N KINERJA

Pas粗18

(1) Penilaian kinelja merupakan proses evaluasi kinerja Tenaga

ban-tu terhedap sぬ-ndar yang telch di蛇tapkan oleh Pemerintah

Daerah.

(2) Komponen pcnilai狐瞳ne重ja sebagai皿ana dimaksud pada ayat

(1), adalah sebagai berikut :

a. disiplin kehadi重狐;

b_蛙mggng j思wab peny血± ± se轟ap urin pek樋車an

y紬g dilaksanakan; dan

c. kcpatuhan terhadap perintah dan arah紬pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya･

(3) Hasil penilaian kine重ja sebagaimana di皿aksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh atasan langsung dan dil貧po｢ka皿kcpada

Kepala Per狐gkat Daerah.

(4) Laporan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaporkan 1 (satu) bul狐sekali.

(5) Fo血at penilaian ke轟a sebag社章nana dimaksud pada ayat (1)

terc弧tu皿dala皿Lampiran V臆yang mempak狐bagian tidak

terpisahkan da正Peraturan Wa止Kota ini･

BABIX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal19

(1) D血am皿elaks紬aka皿monitoring dan ev瓢uasi pelaks弧aan

pengadaan Tenaga Bantu, dibentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi dengan Keputusan Wali Kota Sibolga.

(2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdih da正‥

a. Asisten Sek重etahs Daerah Kota Sibolga

b. Unsur重nspektorat Daerah Kota Sibolga;

b. Unsur Badan Pengelolaan Keu劃gan da皿Aset Daer鼠h Kota

Sibolga;

c. unsur Badan Kepegawalan Daerah Kota Sibolga;

d.皿sur Bagian Organisasi Sekreta五at Daerah; dan

e. unsur Bagian Huku皿Sekreta轟at Daerah･

BABX

PEMBIAYAAN

Pas瓢20

Seg瓢a biaya yang ti皿b山akibat ditetapkannya Peratur紬Wali Kota

血i da.pat dibeb狐kan pada Anggaran Pendapatan dan Bela可a

Daerah (APBD) Kota Sibolga dan atau sumber lainnya yang sah

dan心dak bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan･



BABXI

K田TENTUAN P巴RAHHAN

P&sal21

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Kepala
Perangkat Daerah dilarang melakukan pengangkatan barn

T亀皿ga皿皿ASN k豊cua虹pada jabat劃:

盆･ pengemudi/sup正dan sebutan lainnya;

b･ tenaga kebersih紬; dan

c･ satu狐pengaman狐･

(2) D血am hal te重jadi kekosongan jabatan tenaga bantu akibat

berakhimya peq’anjian kinerj a eebagaimana dimaksud dalam

Pas瓢12, maka Kepala Per劃gkat Daerah dapat melakukan

pengisi狐jabatan dimaksud dengan melaksanakan seleksi

tertu虹s da調waw弧cara secara皿andi止.

(3) Ketentu劃pcngadaan y紬g diatur dal劃peraturan Wali Kota

i'ni hanya berlaku hingga penataan Tenaga Nan ASH

dinyatak紬telah selesai secara Nasional.

BAB XIV

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peratur狐

W血i Kota Sibolga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Ten租ga Pamh

Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Be正ta Daerah

Kota Sibolga Tahun 2024 No皿or 622), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memehntahkan pengundang弧

Peraturan W誼Kota i租i dengan penempa-tannya dalan Perita

Dacrah Kota Sibolga.

Ditetapkaan di Sibolga,

Pada tanggal 12 Juni 2025

WAL工KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga

Pada t紬ggal 12 Juni 2025

Plt･ SEKRETARIS DAERAH KOTA S量BOLGA,

dtひ.

ROSIDAH LUBIS

BER工船DAERAH Ko船s暮BOしGA皿HUN 2025 NOMOR 668



LAMPIRAN I

pERATURAN wAL量Ko船s量BOLGA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TEN恥NG

TENAGA BANTU D重L工NGKUNGAN

pEMERINTAH Ko皿s事BOしGA

FORMAT usu払N KEBUTUHAN TENAGA BANTu

(KopPerangkatDaerah) 

DAF出しRUSULANKEBUTUHANTENAGABANTU 

No. 疲�ﾖ�ｦ�&�F���Kuali無kasi 肌Vﾖﾆ��� 

Pendidikan 噺V'WGV�-ｲ�

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

Total 剪�

Kep血aPerangk盆tDaerah, Nama 

NIP 

wAL重Ko恥slBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

.曇警護Sesuai dengan as|inya



払Mpl孤N重工

pERATURAN wAし工Ko皿s暮BOしGA

NOMOR 39船HUN 2025

TEN皿NG

TENAGA BANTU D量L量NGKUNGAN

pEMERINTAH Ko皿s賞BOLGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

U NTU敦P宙只SYARATANKUAL量FIKA S工TENAGA BANTU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bert紬dat紬g紬di bawah ini:

Na放すa

Tempat, Tanggalしahir

Pe ndi dikan

Nomor lnduk Kependudukan　:

Alamat

Dengan ini menyatakan bah珊a saya;

1. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadⅡm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena

melakukan sesuatu tindak pida皿a k句ahata皿;

2･心dak dalam pengawasan pengadil狐dan/atau sedang me垂心ani s紬ksi

p遭紅,-a;

3･ tidak me垂adi an認ota atau pengums p紬tai politik atau terlibat politik

praktis;

4･ tidak sed紬g ter批嵐t kontrak keヰa dengan pihak lain; dan

5･ tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) atau Pegawai Pemerintah derigan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalamkeadaan

sehat jasmani dan roh紬i tanpa paksa孤da正pihak manapun. Apabila di

kemudi劃h盆h saya tidak mematuhi pemya血a皿血i maka saya bersedia

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sibolga ,川.用.出.出川.,.○○.川

Yang Membuat Pemyataa皿,

Mete丁ai Rp 10.000,00

(Na皿a Lengk盆p)

wAL重Ko皿slBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK



皿MPIRAN 1暮暮

pERATURAN WALI Ko皿s暮BOLGA

NOMOR 3g船HUN 2o25

TENTANG

TENAGA BANTU DI L重NGKUNGAN

pEMERINTAH Ko皿s工BOLGA

FORMAT pER↓ANJ払N K重NERJA TENAGA BANTu

KOP PERANGKAT DAERAH

pER｣AN｣払N KER｣A

Nomor:　/ /

TE憎工ANG

TENAGA BANTu払DA (NAMA PERANGKAT DAERAH)皿HUN

Pada hari ini (...,弛7iggaz..,Buzaれ.., Duα尺わu rna Pw九証n肌a) bertempat di

Sibolga, yang bert劃da t紬gan di bawah ini‥

1･ (NA皿　P量MPINAN PERANGKAT DAERAH) NIP･･……･…･･･selaku (NAMA

｣ABATA叩　berkedudukan di talaHi証　kantort, Selaku　±beri haja yang

sela垂utnya disebut sebagai P重HAK KESATU;

2. a. Nama

b･ Te皿pat / TanggaLahir　‥

c. JenisKelamin

d. Alamat Rumah

e. Status

f. PendidikanTer弧⊂hi丁

selaku penehma kerja, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIⅡAK KESATU dan PIⅡAK KEDUA sepakat untuk mengadakan pe寄a垂ian ke重ja,

dimana P量HAK KEDUA dibe五kan ke重ja sebagai(れa肌ajaba亡an) dengan ketentuan

sebagai berikut:

Pas血1

し工NGKUP PEKBRJAAN

(1) P量HAK KESATU membehkan peke互aan kepada Pl恥K KEDUA sebaga王･… pada

(Se知eきar書at/Bqglcm/ b凋aれg/ UFT/... ,.

〈2) PIH-AK盤巴DUA wajib her-ir/ her盆da d.i te皿pat tuga8艶suai denga虹j且m ke豆a

yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melaksanakan tugas sesual

no皿en岨atur jabatan dan urai紬tugas yang ditetapkan oleh PIⅡAK KESATU･



(3) PIHAK K田DUA仕dak dapat menun血t P量恥K KESATU atau

Sibolga untuk血an拡at me垂adi Ap紳a血r Sipil Neg紬a (ASN).

Pemer血tah Kota

Pasal 2

香uMB置R DAN d廿MLAH廿地軸

(1) P量mK KESATU dibehka皿upah sesuai bes紳紬uロah yang ditetapk紬dala皿

K印utusa皿　W血i Kota dengan mekanisme pembayaran per bulan yang

bersumber da轟APBD tahun 2025 dan te巾u紬g dala皿Dokumen Pelaksanaan

Angg紺劃(D地主･ … (nana Perangkat Daerah) Tahun 2025.

(2) Besaran upah yang diberikan adalah sebesar Rp...... (dalam huruf)

Pasal3

PE M BAYARAN

(1) Pc皿bayaran upah oleh P工HAK KESATU kepada P重HAK KEDUA血behkan

setelah P重HAK KEDUA sec紐a nyata telah皿claksanakan tugasnya sebagai･…

pada sekrefa7ねt/Bagian/ bidαれg/ひPT. ….

(2) Pembay紳an upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibay紬k狐bulan

berikutnya dengan pedoman pada penilaian kinelja dan rekapitulasi daftar

hadir bulanberken紬y弧g diketahui oleh坤abat/PNS y劃g me皿bidangi

u｢us孤keuangan.

(3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran upah atau pesangon

apabⅡa皿engundurk紬d正i atau diberhcnt址an oleh PIHAK KESATU sebelu皿

Perjanjian Kerja ini berakhir.

Pasal 4

JANG払wAKTu PELAKSANAAN

Perjanjian Kelja ini berla血sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini oleh

Pl恥K KESATU d紬PIHAK KEDUA, dan bera掛ir pada t狐ggal ･……… atau dapat

diteutukan l壷n sesuai dengan kebutu,ham atau karena pe狐berlakuan kate,ntuan

terba皿yang berlaku.

Pasal5

SANKSI

( 1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban

sesu証deng紬pedom紬sebag壷m孤a債maksud d生重a皿Pas租I ayat (2)

Peljanjian Kerja ini.



(2) PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Kelja ini apabila PIHAK

KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Peq‘anjian Kerja ini dan ketentuan

yang diatur pada Peraturan WaHkota nomor …･ Tentang Pengelolaan Tenaga

Ba皿tu diしin豆kungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun　2025, dan PIHAK

K田DUA tidak d坤menuntut p盲sangqu dan sq’enislrya.

(3) Pihak KESATU dapat memutuskan Pe重ja霊草an Ke巾a ini terhadap pihak KEDUA

apabila dianggap tidak e鬼sien din　e鰐ktif dalam peningkatan k血e重ja

〇千ganisasi Perangkat Daerah･

(4) Pihak KESATU dapat memutuskan Peljanjian Kelja ini terhadap PIHAK

KEDUA apabila tidak hadir tanpa keterangan sela皿a 6 (enam) hah bertu丁ut-

turut dan 14 (empat belas)hari akumulasi waktu dalam perjanjian kerja ini.

Pasal6

PERSELIS工HAN

Setiap perseHsihan, pe巾cntang紬　dan perbedaan pendapat y狐g ti皿bul

sehubung孤　deng狐　Pe寄a垂ian Keヰa ini akan diselesaik狐　secara

musyawarah dan mu飼kat olch PIHAK KESATU dan P暮HAK KEDUA.

Pasal7

FO尺CE rmJEURE

(1) Jika timbu工keadaan yang memaksa伊orce majeure), yaitu hal-hal yang diluar

kekuasaan PIⅡAK K臼SATU sehingga tertund紬ya pembayaran upah…〃 pαda

Seたrefa7七at/Bqgr’aれ/b腹ang/UPT....maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut

kepada P量mK KESATU atas upah tersebut.

(2) Keadaan yang memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah pembah劃　keb竜aka皿　moneter pusat dan daerah berdasarkan

peraturan pemndang-undangan.

Pas瓢8

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kelja ini tidak termasuk dalan ruang lingkup perjanjian kerja

sebagaimana diatur dala皿Undang-undang No皿or 13 Tahun 2003 tentang

Kete nagake重j aan.

(2) Segala lampiran y紬g melengkapi Peエゴa可ian Ke重ja ini mempakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peljanjian Kerja ini.



Pasal 9

PENUTUP

(1) Dalam hal Perjanjian Kelja ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

kcter血an p-dung-undan現n, maka y劃g berl確e adal血　kcte虹uan

pemndangan-undangan yang ada, dan Pe寄a可ian Keヰa ini dengan sendihnya

bat瓢dan tidak berlaku.

(2) Pen.anjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bematerai cukup dan

mempunyai kekuatan huku皿　y狐g sama dan masing-皿asing pihak

me皿peroleh 1 (s盆tu) rangkap, untuk dapat dipergunak劃　sebagaim弧a

mestinya.

軸構青書SAすけ

(K且PA｣A P岳RANGKA丁DA岳RAH),

中書帽AK KEDUA,

叩弁軸鼻)

wALI Ko船s工BOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKR量NAZRY PENARIK

dengan aslinya

NIP.1981�s�R�#����B������



Nq 彪�7Z%�V譁ﾆ�侘r�N遭a王 (0-loo) 噺�FVv�&��V譁ﾆ�ﾆ���

BA重K �5TｵU��BURUK 

1. 認�6��ﾆ問� 嫡��V�&����ｶV��F�&���V逍VF��(ApabilakchadiranPepyedi 嫡���&免�ｶV���7(ﾌu�V逍VF��

Kehadiran 儺enagabantudiatas75%) 彦V��v�&�蹠VF��蹤�&�sV��2�S�R��Tenagaban血dibawah50%) 

2. 彦�誚wV誥ｦ�v�"� 嫡��X�&免��V逍VF��FV��v�(ｦ2�(Apabi]aPenyediaTenag ����&免��V逍VF��FV��v�&�蹌�

Penyelesaian 囘apatmenyelesaikanpekeヰaan �&�蹠VF���FﾖV逍VﾆW6�ﾆｲ�dapatmenyelesaik紬peke重ja劃 

Peke寄a紬 冱esuaide叫gantuga ��VｶXｯ����6W7V�芳6誡�sesuaidengantugasd 

danTanggungjawabnyadiata 宥Vv�6F���tanggungjawabny鼻血bawah50% 

75%) 彦�誚wV誚ｦ�v�&逍�F�-ｷF�"�sRW2�S�R��

3, 噺W��GV��蒄FW&��F��� 嫡����&�����V逍VF��FV��r�ApabilaPenyediaTenag ����&免��V逍VF��FV��v�&�*"�

Pi皿pin弧 冀a虹tumengiku債pe正ntahd �&�隸��ｸ葷6誚鵡WF��Y�6蹌�Melangg負rperintahdanarah 

a重ahanpimpina皐sesuaideng 蓬ﾌ��&�����儲�冶ﾌ�6W7R�p皿日工n劃 

bid餌Igtugasnyadiatas759匂 芳V諄ﾌ�&芳�誣GVv�6迺�F�-ｷF�&�sRW2�S�R��

Diset可ui Oleh :

(Nana Jabatan Penilal)

(Nama)

NIP

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK


